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PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial sebagai leading sector dalam
penanggulangan kemiskinan dengan tanggung jawab besar dalam
menangani fakir miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) di Indonesia. Karakteristik penduduk miskin menurut
Kementerian Sosial dikelompokkan menjadi kelompok fakir dan
kelompok miskin, Kelompok fakir adalah mereka yang sama sekali
tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai
kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi
kemanusiaan. Sedangkan kelompok miskin adalah orang yang
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi
kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan. Melihat luasnya
cakupan permasalahan kemiskinan ini, sudah selayaknya pemerintah
mengajak para stakeholders lainnya yaitu swasta (perbankan,
perusahaan), masyarakat (organisasi sosial, Lembaga Swadaya

Masyarakat) dan perguruan tinggi untuk bersama-sama menanggulangi
kemiskinan.

Secara fundamental permasalahan ini muncul dari aspek internal
yaitu kesenjangan antar daerah, antar sektor dan kesenjangan antar
manusia/golongan. Sedangkan faktor eksternal berupa tantangan
untuk meningkatkan daya saing menghadapi pasar bebas. Implikasi
terhadap masalah tersebut adalah munculnya pengangguran,
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kemiskinan dan kertinggalan bagi sekelompok masyarakat Yang
kurang beruntung. Kelompok-kelompok inilah yang rentan terhaday
berbagai krisis. Kelompok masyarakat miskin yang rentang krisis
merupakan dampak dari kesenjangan antar golongan yang
mengakibatkan tidak berkembangnya ekonomi kerakyatan,
Penumbuhan sektor ekonomi kerakyatan ini mendorong dan member
kesempatan yang luas bagi kelompok miskin yang diwadah
dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat mengakses permodalan
usaha. Kebijakan seperti ini dalam rangka mendukung Pemerintah
dalam rangka melaksanakan kebijakan Program Nasiong
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Kementerian Sosial sebagaj
bagian dari lembaga yang berfokus pada program pembangunan
kesejahteraan sosial melaksanakan kegiatan yang bertujuan untuk
memberdayakan kelompok masyarakat miskin.

Upaya penanggulangan kemiskinan salah satunya melalui program
yang dilaksanakan adalah menyelengarakan Program Pemberdayaan
Fakir Miskin (P2FM) dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama
(KUBE) dengan pemberian modal usaha yang disalurkan melalui
perbankan. Pada tahap pengembangan KUBE, P2FM dilaksanakan
melalui mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)
dengan penguatan modal usaha untuk memfasilitasi kelompok fakir
miskin untuk mengelola Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan
meningkatkan aktifitas sosial kelompok. Dalam pelaksanaannya
Kementerian Sosial akan bekerjasama dengan pihak PT. Bank Rakyat
Indonesia (BRI) untuk penyaluran dana stimulant UEP.

erbatasan sumber daya yang dimilikj oleh m:n%mm yang
mendapatkan program P2FM- BLPS sangat berpengaruh pada

PENCapaian tujuan yang diinginkan. Oleh karena ity cﬁﬁﬂlﬂﬂmﬁa
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KUBE __ﬂmﬁﬁamsﬁ_aﬁEEFEwEﬁﬁE@m yang
memiliki pengetahuan, keterampilan dan memiliki komitmen terhadap
pemberdayaan fakir miskin. Rendampingan dalam konteks
implementasi program inij adalah upaya memberikan kemudahan

kepada anggota KUBE. Pendamping ini akan berperan untuk

mempermudah anggota KUBE untuk men
dan_memecahkan masalah yang mereka hadapi. Keterlibatan
pendamping ditengah-tengah KUBE bukan sebagai . _
mitra dan bekerja bersama anggota KUBE. Pendampingpun diharapkan
mampu menggali dan mengorganisir berbagai potensi dan sumber
daya'yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemberdayaan fakir

miskin sesuai dengan peraturan dan karakteristik masyarakat setermpat

Dalam rangka memudahkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
fakir miskin melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial dipandang
perlu membuat pedoman pelaksanaan program dengan sistematika
sebagai berikut: Pedoman pelaksanaan terdiri dari tujuh (7) Bab
yang di awali Pendahuluan pada Bab pertama, dilanjutkan Bab kedua
membahas tentang Kebijakan, Strategi, dan Pengorganisasian,
Kemudian pada Bab ketiga tentang KUBE kegiatan, Bab keempat
Pelaksanaan Kegiatan, Bab kelima Pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan, Bab keenam Indikator kinerja dan di akhiri dengan
penutup.

B. Tujuan

1. Tujuan pedoman
Pedoman Pelaksanaan P2FM melalui Mekanisme BLPS disusun
dengan tujuan untuk menjadi dasar dan arah agar memudahkan
pelaksanaan program bagi semua unsur yang terlibat dalam
pelaksanaan program P2FM dipusat dan daerah, sehingga
tercipta kesamaan langkah dalam pelaksanaan P2FM-BLPS.
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2. Tujuan Program

a. Meningkatkan : .
b. Mewujudkah kemandirian usaha sosial-ekonomi keluargg

==

taraf kesejahteraan keluarga miskin;

miskin;

c. Meningkatkan aksesibilitas keluarga miskin terhadap
pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan

sistem jaminan kesejahteraan sosial;

d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosia|

masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan
kemiskinan;

e. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam

mencegah masalah kemiskinan;
Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan
sosial bagi keluarga miskin.

C. Dasar Hukum

Pelaksanaan P2FM melalui P2ZFM-BLPS pada tahun 2010 dilandasi
oleh peraturan perundangan berikut ini.

1.
2.

3.

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 (Pasal 34);

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang
Pemerintzhan Daerah;

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentand
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah :

::um.sm-c:nm:m RI Nomor 11 Tahun 2009, tentand
Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Pemerintah RT Nomor 42 Tahun 1981 tentang
Pelayanan Kesejahteraan Sogial bagi Fakir Miskin;

Y
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Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota;
Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 84/HUK/1997 tentang
Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir
Miskin;

Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang
Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang
Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/2005 tentang

~Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

11.

12.

13.

Keputusan Bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah dan Menteri Sosial Nomor 05/SKB/M/V/ 1998 dan
45/HUK/1999 tentang Pembinaan dan Pengembangan
Kelompok Usaha Bersama melalui Pembentukan Koperasi;
Keputusan Bersama Menteri Sosial dan Menteri Agama Nomor
40/PEG/HUK/2002 dan 293/2003 tentang Pendayagunaan
Dana Zakat untuk Pemberdayaan Fakir Miskin;

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri dalam
Megeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor: 351.1/KMK.010/2009;
MNomor.900 639A Tahun 2009; No.01/SKB/M.KUKM/IX/2009;
No.11/43A/KEP.GBI/2009, tentang Strategi Pengembangan
Lembaga Keuangan Mikro;

Perjanjian Kerjasama Kementerian Sosial RI dengan PT. Bank
BRI (Persero) Tbk. Nomor: 327/PS/1X/2008 dan B. 576
DIR/HBL/09/2008 tanggal 15 September 2008 tentang
Penyaluran Dana Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Kepada
Kelompok Usaha Bersama, Dana Operasional Daerah, dan
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Honorarium Pendamping Program Pemberdayaan Fakir Misi,
Melalul Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial;

peraturan Direktur jenderal Perbendaharaan Nomor: pgg
37/PB/2008, tanggal 3 september 2008, tentang Petunijyg
penyaluran dan Pencairan dana Stimulan Usaha Ekonom;
produlktif Kepada Kelompok Lisaha Bersama, dana Operasiong|
Daerah, dan Honorarium Pendamping Program Pemberdayaan
Fakir Miskin Melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial,

D. Sasaran dan Kriteria

|. Sasaran penguna buku Pedoman Pelaksanaan Program

@

pemberdayaan Fakir Miskin melalui BLPS adalah :

. Kementerian Sosial RI;

. Dinas/Instansi Sosial Provinsi;

Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota penerima program,
. Para Pendamping;

e. Pihak yang terkait lainnya.

[af}

o noo

Sasaran Program dan kriteria Kabupaten/kota maupun KUBE
yang layak mendapatkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin

melalui Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial sebagal
berikut

a. Kabupaten/Kota

w.u_ zm:._._.__.a. unit satuan kerja Dinas/Instansi Sosial;
) ﬂma___r_ tenaga pendamping kecamatan berasal da"
enaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Jik?

tidak memiliki Tksk dapat berasal dari unsur Karang
Taruna, PSM atay Orsos:

m\\rul,

s AR

b.

T/

3) Memiliki tenaga pendamping desa/kelurahan berasal
dari unsur Karang Taruna, PSM atau Orsos;

4) Memiliki KUBE produktif/berkembang yang pernah
diberdayakan melalui dana dekonsentrasi/APBD

+ ~ Spsial/Masyarakat;

muxui:a:ﬂmmxm: bagi Kabupaten/Kota yang bersedia
menyiapkan dana APBD sebagai dana penyertaan (cost
sharing), khususnya penyediaan dana pendampingan
bagi pendamping sosial di desa/kelurahan dalam rangka
keberlanjutan program.

Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

1) Prioritas utama KUBE produktif/berkembang yang
pernah dibantu dana dekonsentrasi/ APBD/Masyarakat/
Dunia Usaha;

2) Setiap KUBE beranggotakan berjumiah 10 KK;.

3) Anggota berusia antara 15-55 tahun dan sudah
berkeluarga;

4) Memiliki kegiatan sosial dan Usaha Ekonomi Produktif.

5) KUBE yang sudah memiliki pembukuan atau catatan
keuangan;

6) Diusulkan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Dinas
Sosial Kabupaten/Kota dan direkomendasikan oleh
Dinas/Instansi Sosial Provinsi.

Sasaran Khusus

1) Ditujukan pada upaya pemberdayaan fakir miskin yang
membutuhkan penanganan secara cepat dan spesifik
atau pertimbangan khusus yang menjadi prioritas;

2) Model sinergitas P2FM - BLPS dengan program lain
dalam upaya peningkatan kualitas hasil hidup seperti:

/
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a) Sinergitas P2FM - BLPS dengan Program Keluargy

Harapan (PKH); |
b) nman__umam{mm_._ Fakir Miskin dengan pola kemitraan

dengan lembaga lainnya dan dunia usaha (corporate
social responsibility).

3. Stimulan Usaha Ekonomi Produktif Pengembangan Program

Lanjutan (Pola terpadu KUBE - LKM). Dalam rangka penguatan
menuju kemandirian, KUBE yang telah mendapatkan Bantuan
Langsung Pemberdayaan Sosial tahun sebelumnya, dapat
dialokasikan kegiatan lanjutan melalui stimulan um:m_waaw:mmz
lanjutan dengan penumbuhan lembaga wm_._m:@m.: a_rq_c.. Calon
KUBE penerima stimulan pengembangan lanjutan ini telah
diseleksi dan dikategorikan berkembang lebih baik (sesuai SK
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial).

E. Pengertian
1. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan

untuk menjadikan warga negara yang mengalami Hmmm_mj_
sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi
kebutuhan dasarnya;

Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi warga Emm_,._mﬂm_ﬁh.
yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhl
kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan;

Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempuny@
sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai rmzﬁamcm:
memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiad”
atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetaP!

tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bag
kemanusiaan:

,
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Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin
adalah setiap upaya, program dan kegiatan yang ditujukan
untuk memulihkan, membina dan mengembangkan
kesejahteraan sosial bagi fakir miskin;

Usaha kesejahteraan Sosial adalah serangkaian kegiatan
vang ditujukan untuk mengatasi masalah sosial atau kerawanan
sosial ekonomi dari anggota masyarakat melalui peningkatan
kemampuan atau pemberdayaan keluarga dan masyarakat
serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber
sosial yang ada di masyarakat;

Usaha Ekonomi Produktif adalah serangkaian kegiatan
yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam
mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan
usaha eknomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan
penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling
menguntungkan,

Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara
vang diberikan kepada fakir miskin, dengan maksud agar
mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar;

Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin adalah himpunan
dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk,
tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri,
saling berinteraksi antara satu dengan lain, dan tinggal dalam
satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan
praduktivitas anggotanya, meningkatkan relasi sosial yang
harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan
masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah
pengembangan usaha bersama;

9
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Kemitraan usaha adalah jalinan wmﬂ._mmm.am yang setarg | .

’ erorangan kelompok, organisasi yang memiljij berkelanjutan melalui pola terpadu Kelompok Usaha Bersama.
m:ﬁ.m_a i’ atuk umwmammm:_m saling menguntungkan, sehingga Lembaga Keuangan Mikro yang difokuskan pada Kelompok
ra__.__g,_m”..“: kegiatan usaha ekonomi produktif dapat Mencapai lUsaha Bersama penerima Pemberdayaan Fakir Miskin Bantuan
mﬁmﬂﬂm:m diharapkan; Langsung Pemberdayaan Sosial yang perkembangannya

semakin baik dan berpotensi mandiri.
10.Pendamping adalah perorangan, kelompok atau lembaga "

yang memiliki kompetensi bekerja sama dengan KUBE Fakir
Miskin dalam mengembangkan berbagai gagasan dan aksi
mencapai tujuan kelompok tersebut;

11.Pendampingan sosial adalah suatu proses menjalin relasi
sosial antara pendamping dengan KUBE, dan masyarakat
sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat
dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi
dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan
akses anggota terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan
kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya;

12.Sasaran khusus adalah kelompok masyarakat miskin atau

lokasi yang menurut pertimbangan tertentu perlu mendapatkan
penanganan program pemberdayaan fakir miskin;

13.Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program yang
memberikan bantuan tunai kepada rumah tangga sangat
miskin (RTSM). Sebagai imbalannya RTSM diwajibkan
memenuhi persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan

kualitas sumberdaya manusia (SDM) yaitu pendidikan dan
kesehatan;

11.Program Lanjutan adalah merupakan rangkaial
pemberdayaan Fakir Miskin berkesinambungan daf
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BAB II

KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN PENGORANISASIAN

1.

o e o R e e e e

1.

A. Kebijakan

Perlindungan sosial terhadap hak-hak dasar keluarga fakir
miskin, termasuk anak anak dan perempuan untuk
mendapatkan akses pelayanan sosial dasar guna peningkatan
kualitas kehidupan dan kesejahteraan sosialnya;

Peningkatan kualitas kehidupan dan kemandirian serta akses
yang seluas-luasnya bagi keluarga fakir miskin terhadap
sumberdaya ekonomi, pelayanan sosial dasar, kebijakan publik
dan jaminan sosial;

Peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat,
terutama warga masyarakat mampu dan dunia usaha dalam
penanggulangan kemiskinan;

Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan

sosial bagi keluarga fakir miskin dalam mendayagunakan
potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

B. Strategi

Partisipasi Sosial

Partisipasi sosial mengandung makna keterlibatan seluruh
anggota KUBE dan masyarakat sekitarnya dalam setiap proses
pemberdayaan fakir miskin. Partisipasi sosial dilakukan dengan
menyediakan informasi program, menumbuhkan pemahaman
dan kesadaran terhadap permasalahan kemiskinan, melakukan

13
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mukan alternatif pemoc,

ialo meng .
aiiag, evaluasi bersama. i

melaksanakan aksi dan

Advokasi Sosial
Advokasi sosial mengandung makna adanya upaya Memberig,

pendampingan sosial, perlindungan sosial Hm_.:mﬁ_mn KUg;
fakir miskin, sehinga mereka memilik akses terhadap pelayang
cosial dasar, peningkatan kualitas hidup dan rmmm_,m:wmqwmzzﬁ
Advokasi sosial dapat dilaksanakan melalui pelibatan faki
miskin dalam perumusan berbagai kebijakan, audiens;, dialy
publik, kampanye dan aksi sosial. ,

Pengembangan Budaya Kewirausahaan

Pengembangan budaya kewirausahaan mengandung makp
tumbuh dan berkembangnya sikap mental KUBE fakir miskj
untuk mau belajar dan melakukan usaha ekonomi produkti
berdasarkan potensi dan kreativitas yang dimilik
Pengembangan budaya kewirausahaan dilaksanakan melall
kegiatan bimbingan sosial, motivasi, pelatihan kewirausahaar
magang kerja, pendampingan usaha dan akses terhadg
sumber-sumber kesejahteraan sosial.

Pengembangan Budaya Menabung

Pengembangan budaya menabung mengandungd :._m_a__
tumbuhnya pengertian, sikap mental dan kebiasaan KUB
fakir miskin untuk menyisihkan dan menyimpan sebagian da
pendapatannya untuk kebutuhan peningkatan kualitas, 3@
menjamin terpeliharanya, kesejahteraan sosialnya di mas
n_.m_.._m:. Pengembangan budaya menabung perlu Q_._m_nmm_._m_mm
karena selama inj kalangan miskin kurang memiliki Um_\.m_ma@_

—
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dan kesadaran akan pentingnya tabungan dan asset bagi
kesejahteraan hidup mereka. Pengembangan budaya
menabung dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan/pelatihan
perencanaan dan pengelolaan keuangan, pengenalan sistem
LKM dan perbankan, memberi insentif untuk meningkatkan
jumiah tabungannya dan membantu memelihara tabungannya
untuk mencapai tujuan tertentu.

Kemitraan Sosial

Kemitraan sosial mengandung makna terjalinnya kerjasama
dengan berbagai pihak {dunia usaha, LSM/ Orsos, perguruan
tinggi, kalangan perbankan dan masyarakat umumnya) dalam
upaya pengembangan KUBE secara berkelanjutan. Bentuk
kemitraan ini dapat dilaksanakan dengan mensinergikan
potensi dan sumber sosial mapun program lain. Kemitraan
dapat dilaksanakan melalui pembentukan dan penguatan
jaringan kerja, asosiasi, kansorsium, ikatan kerjasama/Mol
dan aksi bersama.

Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan mengandung
makna peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku
program, termasuk aparatur pemerintah di tingkat pusat dan
daerah, pendamping, masyarakat/ organisasi sosial/dunia
usaha serta anggota KUBE. Penguatan kapasitas SDM dan
kelembagaan dilaksanakan melalui pendidikan, pelatihan,
studi lapangan, studi banding, magang, pendampingan,
pengkajian, penelitian dan pengembangan.

4
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m Koordinasi . .
imaci kan jalinan kerjasama

. xordinasi merupa . yang

w___.wﬁ_wﬂ:mxm: beberapa pihak dalam menjalankan kegiatap

atau program. Kordinasi menjadi mmmcmﬁ: sangat pentjng

apabila dalam melaksanakan program :ﬁ__c,m_ﬁxm.: pihak ketigg

sehingga perlu menciptakan wadah kordinasi yang efeki

antar instas! yang terlibat.

C. Pengorganisasian

Merupakan tata laksana

vang bersifat sistematis teknis terhadap

pelaksanaan suatu kegiatan yang akan dirancang dan dilaksanakan
oleh instasi terkait.

1. Kementerian Sosial, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial,

Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin yang beralamat di Jalan
Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430 Telp. 3144323,
Melaksanakan tugas :

3. Menetapkan kebijakan program pemberdayaan fakir miskif
melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial.

b. Menyiapkan Buku Pedoman Pelaksanaan Prograf
Pemberdayaan fakir Miskin Melalui mekanisme Bantuar
Langsung Pemberdayaan Sosial.

¢. Menetapkan kriteria Kabupaten/Kota dan KUBE yang dapd
menerima program Pemberdayaan Fakir Miskin melalt
mekanisme BLPS

d. Melakukan penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuha'

e. Menetapkan Kabupaten/Kota,

" Menetapkan KuBE yang menerima P2FM BLP?

iy

W

M.

i

Menetapkan supervisor Propinsi dan Kabupaten
Menetapkan pendamping ( Kecamatan, Desa/Kelurahan)
Melakukan sosialisasi

Melaksanakan pelatihan pendamping

Menyediakan honor/insentif supervisor dan pendamping
pada tahun pertama dan memfasilitasi sarana kerja
supervisor dan pendamping.

Mencairkan dana stimulan UEP untuk Kelompok Usaha
Bersama, dana operasional dinas, supervisor, pendamping
melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Jakarta II untuk dimasukkan ke rekening penampung
(nestrow account) di kantor Cabang BRI Hayam Wuruk
Jakarta

. Menyalurkan dana stimulan UEP kepada masing-masing

rekening KUBE, honor supervisor ,pendamping dan dana
operasional daerah melalui BRI
Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi

Dinas/Instansi Sosial Provinsi.
Melaksanakan tugas :

d.

b.
C.

d.

Merekomendasi 2 s/d 5 Kabupaten/Kota sebagai Calon
Lokasi P2FM BLPS dengan dilengkapi data By Name By
Address.

Mengusulkan calon supervisor Propinsi

Merekomendasi calon supervisor Kabupaten/Kota,
koordinator pendaping kecamatan dan pendamping
desa/kelurahan atas usulan Dinas Sosial Kabupaten/Kota.
Memfasilitasi/menyiapkan insentif atau honor supervisor
pada tahun ke dua setelah program berjalan

17
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embinaan dan bimbingg .

M. ﬂmﬂxﬂﬂﬂnﬁ:?::@ dan evaluasi. or! teknjg

m__. Menyampaikan laporan nm:m:mmc:&mémams o
ovmam_nnm_ dan vmumxmm:mm_._ xmm_iﬁm: kepada G_Ea.
Jenderal Pemberdayaan Sosial Cq Direktorat Fakir Miskiy

h. Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Menteyi Soy
Ca. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial,

Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota

Melaksanakan tugas :

a. Menyiapkan data KUBE produktif/berkembang dengan b
name by address, dan by needs.

b. Menyiapkan calon supervisor dan pendampin
(kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan) yan
memilid komitmen terhadap pemberdayaan KUBE denga

kriteria yang telah ditentukan.
C Melaksanakan pembinaan teknis kepada _u_m_,_n_maia_
(kecamatan, desa/kelurahan) secara berkala. |

@. Melakukan bimbingan sosial kepada KUBE secara berka

= Memfasiitasi pembukaan rekening KUBE non ATM di BRl

"~ Memfasilitasi/menyiapkan insentif atau honor supenvi :
930 pendamping Kecamatan dan Desa pada tahun ke 62
Setelah program berjalan

9- Memverifikasi dan mermberi rekomendasi terhadap
h :ma_awm_ma a_._.m__ﬁ pemanfaatan dana stimulan UEP. i
. Men an monitoring dan evaluas |
wwauﬂ_nmz laporan pertanggungjawaban Jd
Jenderz) ksa . 5
. ﬁnmﬁmnm: Pelaksanaan kegiatan kepada DIf

berdayaan Sosial Cg Direktorat Pem

-

—— f.,m..m\

W

J.

E___ = - Y/

Menyampaikan laporan pelaksanaan P2FM melalui Bantuan
Langsung Pemberdayaan Sosial kepada Menteri Sosial Cg
Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dengan tembusan
Gubernur cq Dinas Sosial Provinsi.

4. Bank Rakyat Indonesia
Melaksamakan tugas :

a.

2

Membuka rekening penampungan sementara dana stimulan
UEP, dana operasional, honor supervisor dan pendamping
Kec/Desa.

Membuat surat edaran tentang tindaklanjut Perjanjian
Kerjasama antara Kementerian Sosial dengan PT, Bank
BRI (persero) tbk kepada Kantor Cabang BRI di daerah di
lokasi P2FM BLPS.

Menstransfer dana stimulan UEP ke masing-masing rekening
KUBE sesuai dengan lokasi program

Mencairkan dana stimulan UEP yang telah mendapatkan
rekomendasi Dinas Sosial Kab/Kota

Mencairkan dana operasional, honor supervisor dan
pendamping Kec/Desa yang disertakan dengan laporan
kegiatan pendampingan.

Mencairkan dana operasional Provinsi, dan Kabupaten/Kota
Melaporkan pertanggungjawaban atas realisasi penyaluran
dana stimulan UEP, Dana operasional, dan honor supervisor
dan pendamping kepada Menteri Sosial Cq. Direktur
Jenderal Pemberdayaan Sosial.

5
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BAB III
KELOMPOK USAHA BERSAMA

A. Hakekat

Kelompok usaha bersama merupakan media pemberdayaan sosial
yang diarahkan untuk terciptanya, aktifitas sosial ekonomi keluarga
fakir miskin agar dapat meningkat kesejahteraan sosial mereka.
Melalui kelompok dapat berinteraksi, saling tolong menolong
dalam memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhan.
Pembentukan KUBE didasari oleh kedekatan tempat tinggal, jenis
usaha atau keterampilan anggota, ketersediaan sumber/keadaan
geografis, latar belakang kehidupan budaya, memiliki motivasi

yang sama, keberadaan kelompok-kelompok masyarakat yang
sudah tumbuh berkembang lama.

B. Aspek KUBE

Penerima program pemberdayaan fakir miskin melalui bantuan
langsung pemberdayaan sosial adalah kelompok usaha bersama -

yang dikategorikan berkembang yang meliputi beberapa aspek
sebagai berikut:

1. Bidang Kelembagaan
a. Adanya anggota setiap KUBE 10 KK dengan usia antara
15-55 tahun dan sudah berkeluarga
b. Adanya program kegiatan secara jelas dan rinci.

. Adanya struktur organisasi dan pembagian tugas bagi
semua anggota KUBE.

21
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d. Adanya E_.Hﬁw_z_mmmm yang ada. 3. Bidang Ekonomi
struktur 0r9 encatatan kegiatan dan mn_._..ﬁam_.._. “ a. Pengelolaan usaha ekonomis produktif (UEP) yang sudah

e. _,._m_m_ﬂ_.__a_.___h_ﬁ meliputi : Buku Daftar Anggota Kelo ada sehingga dapat berhasil dan meningkatkan
pembukua 5: Buku Kegiatan/Agenda xm_n_._.__ucx“ Buk kesejahteraan para anggota KUBE. | |
mc_nﬂmqmanm:. Buku Inventaris; Buku Simpan Pinjam, b. Pengembangkan usaha ekonomi produktif (UEP).
Kas/Keuangan; ;

¢. Adanya penggalian sumber-sumber dan potensi yang dapat
|

5. Bidang Sosial . m dimanfaatkan untuk pengembangan dan kesejahteraan
3. Adanya pertemuan rutin bulanan m:m@c_mm (atau sest: anggota KUBE.
kebutuhan) yang dihadiri oleh pendamping dan apar: d. Mewujudkan usaha LKM Koperasi yang n_mmmﬁ mendukung
desa. pengelolaan usaha ekonomi produktif (UEP) dan
b. Adanya pertemuan rutin anggota sesuai denga peningkatan kesejahteraan _ﬁ_cmﬂm para m__:umn..nm KUBE.
kesepakatan yang sudah ditentukan. e. Membangun kerjasama dan jaringan kemitraan n_m:.mm:
¢. Adanya kesadaran dan kemauan anggota kelompok u berbagai pihak yang dapat mempercepat keberhasilan
merubah kondisi/keadaan ke arah kondisi kehidupan hu KUBE.
lebih baik. _
d. Adanya Iuran Kesetiakawanan Sosial (IKS) dan usa C. Struktur dan Kepengurusan KUBE
simpan pinjam untuk kesejahteraan anggota kelua 1. Struktur organisasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab
KUBE. i yang harus dijalankan. Dengan struktur dapat diketahui “siapa
e

Adanya kesadaran pada anggota tentang pentingnl
pendidikan bagi anggota keluarga dan masyarakat.
. Tumbuhnya rasa kesetiakawanan di antara sesama ark
Maupun dengan lingkungannya, melalui partisipas @
dalam berbagai kegiatan-kegiatan sosial kemasyara<e
9. Menggagas dan membentuk embrio LKM/Koperasi tind®

mengerjakan apa”, “siapa berkewajiban dan bertanggung
jawab apa”.

2. Struktur KUBE sangat tergantung pada kegiatan atau jenis
usaha yang dijalankan oleh KUBE tersebut. Tidak ada suatu
struktur yang baku tentang struktur KUBE, strukturnya
diserahkan sepenuhnya pada kelompok KUBE.

d 3. Namun demikian, di bawah ini ditawarkan struktur organisasi
sa/kelurahan, KUBE yang relatif sederhana yang dapat dijadikan acuan
h. Meningk . j KU if seder ijadikan acua
L .qm_.nmmﬂm:a: keterampilan kerja anggotd ba dalam perumusan struktur organisasi KUBE, yang terdiri dari:
Ntuknya embrio KUBE yang baru S€ i ika di .
yang Ketua, Sekretaris, Bendahara. Jika diperlukan dapat dibentuk
Pengembangan

kelompok yang ada.
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Gambar : Struktur Organisasi KUBE

4. Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawa
kesepakatan anggota kelompok.

D. Hak dan Kewajiban

1. Hak anggota

8. Mengajukan usul atau saran-saran yang dapat mem

kinerja KUBE,

b. Memperoleh dana yang diterima KUBE dan menggun

nya dengan sebaik - baiknya.

C. Mendapatican

keuntungan yang diperoleh dari pe

mbag!

. i

W\ ¥, R /1

d. Memperoleh informasi tentang perkembangan usaha dan
kelompok. |

e. Diikut sertakan dalam pengambilan keputusan yang terkait
dalam aktifitas KUBE

2. Kewajiban Anggota
a. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan-ketentuan yang
disepakati.
b. Mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama.
Membangun kerjasama dengan berbagai pihak.
d. Memanfaatkan dana bantuan modal usaha dengan penuh
tanggung jawab.
e. Membayar iuran dana kesetiakawanan sosial (IKS) setiap
bulan sesuai kesepakatan bersama yang sudah ditentukan.
f. Memanfaatkan penghasilan untuk meningkatkan
kesejahteraan anggota keluarganya.

P

rah atal E. Pergantian anggota KUBE

Pergantian anggota KUBE dapat dilaksanakan apabila terjadi hal
hal sebagai berikut:

1. Telah meninggal dunia

2. Pindah tempat tinggal di luar desa/kelurahan
3. Mengundurkan diri

4. Tidak aktif secara permanen

5. Tidak mentaati aturan dalam kelompok.

6. Sakit Permanen.

Proses pergantian anggota KUBE ini dilakukan secara
musyawarah kelompok untuk menentukan penggantinya. Apabila
pergantian kelompok bukan karena meninggal, maka terhadap

e
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anggota KUBE yang akan diganti terlebih dahuly am}mﬁﬂ _. W

mengembalikan dana m::.__,h_mj UEP xm._umum KUBE. p
anggota yang telah meninggal dunia atau sakit Permap
digantikan dengan salah satu anggota r.m_.._mﬁm yang sm_.i
pencari nafkah utama. Proses pergantian anggota Kugg
dituangkan dalam Berita Acara dan Emm:..ﬁm?m: |
Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan diteruskan ke _nm:_m:ﬂu
Sosial Cg. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin. .

F. Pengelolaan Jenis Usaha _

1. Untuk mendorong dan menjamin keberlangsungan kegiat:
kegiatan KUBE maka setiap KUBE dapat mengembangk:
satu atau beberapa jenis usaha sosial ekonomis EE_E
(UEP) yang sesuai dengan minat, potensi dan kemampui
para anggotanya serta potensi dan sumber yang adat
lingkungannya. #

& Pengelolaan jenis usaha yang dikembangkan oleh KU
sepenuhnya diserahkan kepada kelompok KUBE te

3. Untuk pengembangan jenis usaha kelompok KUBE da

: w”xm.:.m. 5ama dengan pengusaha atau _:mﬂmzm,+ﬁmq

. n_.m Jenis usaha sudah beragam, pengelolaan jenis U
apat diserahkan kepada saty orang atau beberapa

Mwé dianggap mampy gan mempunyai keteramp
o m..a# dari jenis usaha tersebut, namun pembinaan
Manajemen usaha tetap be

rada dalam KUBE.

e L

1.

2.

5.

6.

. S

m_m_._.:ﬂ& G. Strategi Pengembangan KUBE

Perlu adanya pengadministrasian dan pengorganisasian
kelompok yang baik dan rapi.

Pertemuan rutin kelompok perlu disepakati dan adanya
komitmen dari setiap anggota untuk melakukannya.

Mempertahankan azas musyawarah untuk mufakat yang

dilandasi oleh semangat kekeluargaan, kegotongroyongan
dan kesetiakawanan sosia

Pengelolaan dan pengembangan KUBE harus berorientasi
pada pemanfaatan dan penggalian sumber dan potensi yang
tersedia di lingkungan masing-masing.

Penerapan inovasi-inovasi baru dalam pengembangan dan
pengelolaan jenis usaha yang dipilih.

Pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak yang saling
menguntungkan.
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BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN

Persiapan Kegiatan

Persiapan kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi dan
Dinas Sosial Kab/Kota,dengan persiapan kegiatan meliputi :

1. Identifikasi dan Seleksi, adalah kegiatan untuk mengetahui
dan mendapatkan KUBE yang layak untuk dapat diusulkan
mendapatkan BLPS.

2. Orientasi dan Observasi adalah kegiatan berupa pengamatan
secara umum sebagai cara pengumpulan data dengan melihat
budaya, adat kebiasaan, potensi dan sumber-sumber yang
dimiliki oleh KUBE untuk dikembangkan dalam kegiatan
pemberdayaan.

3. Penyuluhan Sosial adalah suatu kegiatan penerangan tentang
pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama yang dilaksanakan
secara lisan, tertulis, maupun melalui peragaan. Kegiatan
bertujuan untuk memberikan pengertian dan membangkitkan
kesadaran serta motivasi KUBE untuk mengembangkan
pengelolaan UEPnya.

4. Bimbingan Sosial Dasar, adalah suatu kegiatan untuk
memberikan motivasi, pengetahuan dan keterampilan, sehingga
KUBE memiliki kesiapan untuk mengembangkan usaha dalam
pengelolaan dana stimulan UEP dan aktivitas sosial dengan
harapan KUBE menyadari pentingnya program tersebut sebagai
sarana meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

S — e i
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kir Miskin melalui BLPS ini a,_m_ﬁm_.mf
guatan kembali xm:._m:,_ucm: xcmm daly
2 dana ctimulan UEP. _J.n_w_ur._: r,.mm_“m_“m: yang n_u__.m_mm_._m___ﬁ.
dalam pelaksanaan inl sebagai berikut: |

=  dan pemetaan kebutuhan |
1. Ezﬁwﬁh _%MM%: uw:._m_um: kebutuhan ke Kabupatenjig,
Hﬂﬂm_._m_._ untuk melakukan verifikasi langsung ke _m_um_._ﬁ_
Jntuk mendapatkan gambaran @E:m ij_m:-cm_.__.m: Propos
yang telah direkomendasikan _u_:.mm Sosial Provinsi, Um_s__
kesempatan ini dilakukan juga kunjungan ._m:mmczm ke _o_ﬁ
KUBE untuk mengetahui gambaran kegiatan _um:mm_a_ﬁ_
sktivitas UEP. Hasil penjajakan dan pemetaan xmn:EE...:
sebagai upaya memastikan bahwa usulan program layak untu
dilaksanakan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

2. Sosialisasi |
Sosialisasi program ini bertujuan untuk _._._maam:_ﬁ
pemahaman tentang pelaksanaan P2FM BLPS dan membangt
kesamaan persepsi terhadap proses dan _m:m_ﬁ_._-_m_._m_ﬁ_
kegiatan yang aken dilaksanakan. Melalui sosialisasi ini d@
Juga membangun kerjasama antar berbagai pihak yang
serta mendapatkan umpan balik terhadap rencana kedid
Pertemuan sosialisasi dilaksanakan dan difasilitast ®
Kementerian Sosial dan bekerja sama dengan E:mm_____._m.n.ma
Sosial daerah dengan menghadirkan Dinas Sosial En{au

Dinas Sosial _Amﬂ_.__um_mm_.._._____ﬂﬂ.nm yang mendapat __uﬂ_n_.u-.m
Bappeda, dan Dinas teknis terkait,

-
wn_\ Hf

ey,

AW\

3.

1.

| RN/

Penyerahan Bantuan

Setelah semua data dan persyaratan KUBE, pendamping
sudah lengkap (penetapan KUBE, pendamping, rekening),
maka dilanjutkan penyaluran dana stimulan UEP kepada KUBE
melalui transfer ke masing-masing rekening.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Kementerian Sosial
dan sepenuhnya dibantu oleh Dinas/Instansi Sosial daerah.
Kegiatan monitoring ini ditujukan agar proses pelaksanakannya
sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

C. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Penyaluran Dana

Dana APBN Kementerian Sosial (DIPA Direktorat Pemberdayaan

Fakir Miskin) yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan

P2FM-BLPS pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi

dua, yaitu:

a. Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS)
BLPS adalah dana stimulan UEP yang disalurkan secara
langsung kepada KUBE melalui rekening di BRI.

b. Biaya Operasional Pemantauan dan Pengendalian (BOPP).
BOPP digunakan untuk mendukung kegiatan operasional
P2FM BLPS, seperti administrasi dan koordinasi, pelatihan
pendamping, pendampingan, monitoring dan evaluasi,
serta penyusunan dan penyampaian laporan.

Penyaluran dana P2FM-BLPS yang bersifat hibah bersyarat
dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, yaitu
melalui proses administrasi keuangan di Kementerian Sosial

31 ) pne—
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un Kementerian Keuangan. }n._mm:: untuk dana
e ang bersifat Biaya Operasional Pemantauyan dan
wwﬂwmﬂum__mz dikelola oleh _u:mx_mca.n Pemberdayaar, Faki
Miskin dan dimanfaatkan sesuai dengan xmacﬂ_.__._m: dar
peruntukannya. Mekanisme penyaluran dana stimulap

UEP untuk pengembangan KUBE dapat dilihat pada dia o
berikut ini:

PEMBERDAYAAN
MEKANISME PENYALURAN PROGRAM
FAKIR MISKIN MELALUI BANTUAN LANGSUNG

PEMBERDAYAAN SOSIAL
Kementrian S5PM Kemenkeu /
Sosial KPPN
SP BANK _ SP2D
—- | e e ]
ineos h Transfer
Prov
Supervisi| Cabang
. / Monev BRI
Dinsos
Kab/Kota Salurkan |
- mﬂrmq_m
Dampingi
Pendamping | S| KUBE FM Uoims
...Lm_n_n___mh
Menatu¥
N |.l|._l_._\
— 32 -
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P2FN D. Pencairan Dana
1.

Pencairan dana P2FM-BLPS dilaksanakan dengan cara
pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) oleh
Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN Jakarta II yang
dilampiri Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan
Sosial tentang penetapan Penerima Program Pemberdayaaan

Fakir Miskin, Peraturan Dirjen Perbendaharaan, dan PKS antara
Ditjen Dayasos dengan BRI,

. Atas dasar SPM-LS tersebut KPPN Jakarta II melakukan

pengujian atas SPM-LS dan melaksanakan pencairan dana
dengan menerbitkan SP2D ke Bank BRI.

Bank BRI atas perintah Direktur Pemberdayaan Fakir Miskin
melakukan pemindahbukuan dari Nostrow Account ke rekening
tabungan KUBE, Pendamping, Dinas Sosial Prov,
Kabupaten/Kota dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8

(delapan) hari kerja setelah menerima SP?D dari KPPN
Jakartall.

. Pencairan dana di BRI dilakukan oleh KUBE dengan pengajuan

proposal UEP yang telah disetujui oleh Kepala Dinas/Instansi
Sosial Kabupaten/Kota. Mekanisme beserta persyaratan yang

perlu dipersiapkan oleh Pengurus KUBE ketika melakukan
pencairan dana adalah:

a. KUBE melakukan musyawarah untuk mempersiapkan
proposal pemanfaatan dana P2FM-BLPS. Penyusunan
proposal dapat dibantu oleh Pendamping Desa/Kelurahan.

b. Proposal KUBE ditandatangani oleh pengurus KUBE (Ketua,
Sekretaris), Pendamping Desa/Kelurahan dan telah disetujui
oleh Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.

———————— 33 .
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iqa penandatanganan specimen (Ke
EEM_@M% m.w:amaﬁim Desa/Kelurahan) amﬂﬂ
== -kan dana di rekening tabungan KUBE dj BR]
EMMMH dengan membawa buku tabungan dan propogy
H:m_ telah direkomendasi Dinas Sosial Kabupaten/Kots,
d. BRI melakukan verifikas dengan mencocokkan napm,
1 pengurus dan Anggota KUBE dengan yang tercantyy
di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayag
Sosial.
e. BRI Cabang/BRI Unit melaporkan perkembangan pencairg
dana oleh KUBE, pendamping kepada Dinas/Instansi Sosiz
Kabupaten dan Kota.

Dalam hal terjadi berbagai persoalan, sehingga pencaira
dana P2FM BLPS oleh KUBE dari rekening di BRI mengalam
hambatan hingga periode waktu telah mendekati batas maksimun
sesuai ketentuan anggaran negara, maka Direktur Jender:
Pemberdayaan Sosial memiliki kewenangan melakukan intervens
dan memerintahkan BRI untuk mencairkan dana kepada KUBE
Mekanisme intervensi yang dilakukan adalah dengan menerbitka
surat pemberitzhuan kepada BRI. Pihak BRI diwajibkan mencairka
dana P2FM-BLPS kepada KUBE sesuai dengan surat pemberitahtd
dari Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam kurun waki
selambat-lambatnya 1 minggu, Meskipun demikian, tetap dilakuké
verifikasi singkat oleh BRI setempat dan terdapat persyarat@
minimum yang tetap harus dipenuhi oleh KUBE, yaitu:

. Dua dian

o Nama-nama Penqurys dan Anggota KUBE harus sesVt
dengan yang tercantum di dalam Surat Keputusan Direktt
Jenderal

Pemberdayaan Sosial,

LL —
L
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b. Terdapat proposal pemanfaatan dana KUBE yang telah

ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KUUBE,

E. Pemanfaatan Dana

1.

Dana stimulan UEP P2FM-BLPS hanya diperkenankan
dimanfaatkan untuk kegiatan kegiatan yang secara langsung

mendukung peningkatan produktivitas yang dijalankan oleh
KUBE.

. Pembelian atau pemanfaatan dana stimulan UEP oleh KUBE,

harus sesuai dengan proposal dan dibuktikan dengan faktur
pembelian barang atau bukti lainnya. Tidak diperbolehkan
ketika dalam proposal membelikan benih, peralatan bengkel,
tetapi dibelanjakan dengan yang lainnya.

Contoh pemanfaatan dana KUBE diantaranya adalah untuk
membeli input produksi, seperti bahan mentah dan benih,

atau untuk membeli peralatan utama maupun penunjang
produksi.

Jika ada perubahan penggunaan dana stimulan UEP yang

telah dicairkan, maka semua anggota harus melakukan
musyawarah kembali,

Pemanfaatan dana P2FM-BLPS tidak diperkenankan untuk
kegiatan yang tidak terkait langsung dengan UEP,

misalnya pembelian alat tulis kantor dan honorarium pengurus,
kegiatan politik,




F. Supervi

si dan Pendampingan

rvisi dilaksanakan oleh petugas um: _u.___.__mm S0sig
orovins dan Dinas Sosial Kab/Kota yang membidangi kegiata
rovins emberdayaan fakir miskin dan mendapat penugasg;
D i Dinas SosialProvinsi, Sementara Pendampingan sosg
M_ﬂﬁmmmﬁ: secara berjenjang mulai tingkat kecamatan, samps

tingkat desa/kelurahan.
. Pelatihan Supervisor & Pendamping o .

a. Supervisor dan Pendamping wajib mengikuti pelatiha
pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dan
keterampilannya. .

b, Materi pelatihan bagi Supervisor dengan mater utamg
mencakup wawasan kebangsaan, kepemimpinan, dan
kewirausahaan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan

c. Materi pelatihan P2FM-BLPS bagi Pendamping Kecamatan
dan Pendamping Desa/Kelurahan, selain materi di ata
juga diberikan materi tentang kebijakan penanganan faki
miskin, pendampingan sosial, pembuatan proposd
pengembangan usaha, rencana tindak lanjut, teknl
pembuatan laporan dan kunjungan lapangan.

2. Kegiatan Supervisi & Pendampingan
a. Supervisi merupakan kegiatan pengawasan da
pembimbingan untuk mengontrol berbagai aspek _..,mu._mi
pelaksanaan program pemberdayaan fakir misk!
melalui bantuan langsung pemberdayaan sosial baik 5&2

kondisi persiapan awal maupun proses Umﬂ_mammcnm%
program,

Kegiatan Supe

——

e
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b. Pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu
mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin secara
optimal. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi
terbatasnya sumber daya manusia penerima bantuan
(anggota KUBE). Keterbatasan ini dapat disebabkan oleh
berbagai perbedaan dan keterbatasan kondisi pendidikan,
sosial, budaya, dan ekonomi. Oleh karenanya, para
pendamping di tingkat lokal (kecamatan, desa/kelurahan)
harus dipersiapkan dengan baik, agar memiliki
kemampuan untuk mendampingi KUBE dengan maksimal.
Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping tersebut
berperan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi
informasi, motivator, penghubung, fasilitator, dan sekaligus
evaluator.

1) Tujuan supervisi untuk memberikan motivasi dan
meningkatkan kemampuan para pendamping agar
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai
dengan pedoman.

2) Tujuan pendampingan

Secara spesifik tujuan pendampingan adalah:

a) Meningkatkan semangat dan motivasi anggota
KUBE untuk bekerja dan berusaha, meningkatkan
pendapatan, serta mampu menabuna.

b) Meningkatkan kemampuan KUBE yang didampingi
dalam menemukenali permasalahan dan potensi
sumber daya sosial dan ekonomi yang ada didalam
diri dan lingkungannya.

wu\\
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catkan kemampuan KUBE g
akan, melaksanakan, dan men

OEP rermasuk dalam penyusunap

pengembangan usaha-
¢) Meningkatkan kemamplanse daly;
mempertanggundjawabkan pemanfaatap dan,
bantuan untuk UEP dengan membuat Pembuky,
sederhana. _
¢) Meningkatkan m_a.,mmm _.m:mm kepada _maamm
keuangan, instansi terkait, dan dunia usaha Yan

1

berhubungan dengan pengelolaan UEP.

lam E
Gevaly
U_.D_uﬂ_mm..

¢ Mening
merencan

3. Kriteria supervisor dan Pendampingan

a. Supervisor Provinsi !
1) Berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang amagﬁj
pemberdayaan fakir miskin atau pemberd
kelembagaan sosial pada Dinas/Instansi Sosial Provi
2) Pendidikan diutamakan S1 atau sederajat dan memi
kemampuan mengoperasikan komputer. |
3) Prioritas berdomisili di wilayah provinsi penerima B_..L_
BLPS dan memahami budaya lokal, serta man
berbahasa lokal,
4) Bersedia mengikuti Diklat bagi Supervisor.
b. Supervisor KabyKota

1) Berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang membidan
Pemberdayaan fakjr miskin pada Dinas/Instansi 3 w

WW\E

T /(1

komputer.

3) Prioritas berdomisili di wilayah kabupaten/kota penerima
P2FM-BLPS dan memahami budaya lokal, serta mampu
berbahasa lokal.

4) Bersedia mengikuti Diklat Supervisor.

Pendamping Kecamatan

1) Berasal dari unsur Karang Taruna, TKSK dan PSM
dengan status Non PNS

2) Prioritas yang memiliki KUBE binaan dan/atau
berpengalaman dalam pembinaan kelompok masyarakat.

3) Pendidikan minimal SMA atau sederajat.

4) Berdomisili di wilayah kecamatan penerima P2FM-BLPS
dan memahami budaya lokal, serta mampu berbahasa
lokal.

5) Bersedia mengikuti Diklat Pendampingan.

. Pendamping Desa/Kelurahan

1) Berasal dari unsur Karang Taruna, PSM dengan status
Non PNS

2) Memiliki pengalaman sebagai pendamping sosial.

3) Pendidikan minimal SMA atau sederajat.

4) Prioritas berdomisili di wilayah desa/kelurahan penerima
P2FM-BLPS dan memahami budaya lokal, serta mampu
berbahasa lokal.

5) Bersedia mengikuti Diklat Pendampingan.

4. Tugas Supervisor dan Pendamping
@. Tugas Supervisor Provinsi

Tugas pokok supervisor adalah memantau, meng-
koordinasikan, membina dan melaporkan aktivitas

35
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4an Kineria supervisor _Q_u“ _”nwm_g ”mewm“:mw_uﬂﬂmm_.wmﬂ 3) Memfasilitasi penataan manajemen kelembagaan KUBE
ditetapkan untuk _._,__.m_._.m__._m ik selanjutnya diteruska di (administrasi, pembukuan, dan keuangan).
Instansi Sosial Provins! untu N ke 4) Memfasilitasi musyawarah KUBE.
tingkat pusat. 5) Memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan KUBE baik
b. Tugas . g xm;_,ﬂ_.ﬁm dalah 6) yﬁﬂuwwm_xﬂz%mﬂ M“M Mum_.__m_w a pemecahan masalah
Tugas pokok mcﬂmz.mﬁ.xm_&_ﬁﬂm adala Em_.:mﬁms paya p
_._._m_ﬁw%ﬂ:mm._rm:, membimbing dan melaporkan aktivitss , ﬂ_,_m: nmz,_m::.ﬂm: ﬂmwﬂgzﬂz.r .
dan kinerja Pendamping Kecamatan dan Desa/Kelurahag mw Membuat laporan perkembangan pengelolaan UEP
(epada unit kerja yang ditetapkan untuk menangan by oo -
laksanaan P2FM BLPS di Instansi Sosial Kabupaten dap yang telah dilaksana m__s oleh anggota KUBE.
pe . tnva diteruskan ke tingkat provins 9) Menggerakkan potensi dan swadaya masyarakat lokal
Kota untuk selanjutnya P . yang dapat mendukung pelaksanaan P2FM.
c. Tugas Pendamping Kecamatan 10) Melalukan monitoring dan evaluasi.
Tugas Pendamping Kecamatan untuk membina 5 (lima 11) Membuat laporan pelaksanaan pendampingan secara
Pendamping Desa/Kelurahan yang menjadi lokasi P2F berkala.
BLPS. Tugas pokok Pendamping Kecamatan adalai 5. Pergantian Supervisor dan Pendamping
memantau, mengkoordinasikan, membimbing dan i N :
melaporkan aktivitas serta kinerja Pendamping . m:nmﬂq_.maﬂn__m_mzﬁ_.mn_mu__m“
Desa/Kelurahan kepada Supervisor Kab/Kota untuf M ﬁ:_:m% m__ _m._.m,_“_,__w."._.m_wu iun dan alih i ilai
selanjutnya diteruskan kepada Instansi Sosial di tingkal e oM P, Fensiun can alih fugas ke nstansiain.
Kabupaten dan Kota. 3) Sakit permanen.
d. Tugas Pendamping Desa/Kelurahan 4) Mengundurkan diri menjadi supervisor.
Pendamping Desa/Kelurahan membina antara 2 s/d? 5) Tidak aktif secara permanen.
(lima) KURE ¥ang menjadi lokasi P2FM-BLPS. Tugas 3& 6) Tdak mentaati aturan.
m.w:nmaﬂ_z.”._ Desa/Kelurahan dilapangan sebagai berikut b. Pendamping diganti apabila :
m__ ___,_._Mwﬁﬁmxw_._ _E%E_ masalah dan kebutuhan J_._H 1) ._..,m_mj meninggal .m_c_.__m.
Jeo akan bimbingan keterampilan pengelold 2) Pindah tempat tinggal di luar desa/kelurahan dan
kecamatan.
- 10 - v
——
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3) Zmﬁ::n_:qrm: diri.
4) Tidak aktif secard permanen.
5) Gakit permanen.

6) Tidak mentaati aturan. o
Proses pergantian Supervisor Provinsi adalah rmEm_.__m_..m_m_:

Dinas Sosial Provinsi, Supervisor Kab/Kota dan pendamping iy
menjadi kewenangan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kot,
cetelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi terhadap kinerja
para supervisor dan pendamping. Pergantian supervisor dan
pendamping ini dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan
ke Kementerian Sosial (Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin)

Honorarium

Guna mendukung produktivitas supervisor dan pendamping
dalam melaksanakan tugasnya akan diberikan insentif atau honar
sebagal bentuk penghargaan. Honor supervisor dan pendamping
diberikan selam 6 (enam) bulan dengan ketentuan sebaga
berikut:

L. Supervisor dan Pendamping yang telah ditetapkan diwajibka
untuk membuka rekening untuk menampung transfer hond
alas nama supervisor dan pendamping diwajibkan membuké
rekening di BRI dan tidak diijinkan membuat ATM.

2, Tﬂ.m_..n.m_:m__.._ honorarium dilaksanakan setelah supervisor d@
pendamping membuat laporan kegiatan sesuai dengan bidan
fugasnya sebagai bukti telah melaksanakan tugas-tug?

supervisi dan pendam in an sebagd?
berikut: pingan. Dengan ketentu

v

W

B/

4. Laporan tugas supervisgr provinsi di
langsung,

b. Laporan tugas supervisor kabupaten/kota d
atasan langsung.

C. _.mﬁ__ca,.: tugas pendamping kecamatan diketahui oleh
supervisor kabupaten/kota.

d. Laporan tugas pendamping desa/kelurahan diketahui oleh
pendamping kecamatan.

ketahui oleh atasan

iketahui oleh

H. Dana Operasional Daerah

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program
pemberdayaan fakir miskin melalui Bantuan Langsung
Pemberdayaan Sosial di lapangan, maka setiap provinsi dan
kabupaten/kota yang menjadi lokasi program akan didukung
dengan dana operasional. Pemanfaatan dan pertanggungjawaban
administrasi dan keuangan dana operasional ini menjadi
tanggungjawab sepenuhnya oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi
dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten/Kota penerima program dan
dilaporkan kepada Direktur Pemberdayaan Fakir Miskin. Foto
copy pertanggungjawaban keuangan dana operasional harus
dikirimkan kepada Direktur Pemberdayaan Fakir Miskin untuk
dilakukan verifikasi.

Penggunaan dana operasional ini meliputi:

1. Dana Operasional Provinsi
Sasarannya adalah kabupaten/kota yang mendapatkan Program
Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Bantuan Langsung
Pemberdayaan Sosial yang meliputi:

a. Administrasi (Honorarium pengelola kegiatan, ATK)

v
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c. Rapat koordinasi

. Monitoring dan Evaluasi.

ing & KUBE.
: ..._..._.| Tm .um ﬂm:am_ﬁjﬂ——a_m . .
gimbingan teknis nmﬂ an instansi lain terkait di daerah

‘Bappeda BRI dan instansi lain yang akan mendukung
L r

kinerja KUBE)- as
Monitoring dan Evaluast. L
vonsultasi (ke Jakarta Kabid yang menangani fakir miskin), I
Pelaparar.

cional Kabupaten/Kota.

Administrasi (Honorarium pengelola kegiatan, ATK).
Bimbingan teknis kepada pendamping & KUBE.
Rapat koordinasi dengan instansi lain terkait di daerah
(Bappeda, BRI dan inctansi lain yang akan mendukung
xinerja KUBE).

Konsultasi (ke Jakarta Kabid yang menangani fakir miskin).
Pelaporan.
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BAB V
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A, Pemantauan

1.

Pengertian

pemantauan adalah kegiatan penelusuran terhadap pelaksanaan
kegiatan Penanganan fakir miskin melalui pola Kelompok
Usaha Bersama (KUBE) secara rutin untuk mengetahui secara
dini apabila ada permasalahan. Hasil pemantauan ini
dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan oleh
pimpinan agar kegiatan dapat berjalan sesuai jadwal dan
mencapai hasil sesuai dengan rencana.

Secara tegas, pemantauan adalah :

a. Menilai kondisi dan situasi saat itu tentang tahapan kegiatan
pelaksanaan P2FM BLPS mulai dari rencana kegiatan
sampai dengan pelaksanaan dan pengawasannya.

b. Memperkirakan akibat yang akan terjadi dengan adanya
kegiatan P2FM BLPS.

c. Mencari dan mengupayakan cara untuk perbaikan kegiatan
penanganan P2FM BLPS yang dianggap belum tepat.

Pelaksanaan Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan dimulai dari penyusunan instrument
monitoring, turun ke lapangan bersama petugas/pendamping,
petugas kabupaten, propinsi, serta yang secara formal
bertanggung jawab akan pelaksanaan P2FM BLPS

Ve
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4, Pelaksana ﬁm_“_,_wm_..ﬁﬁnﬂ. birektorat Pemberdayaan Fakir Miskjy
a. chw“wgwmm lingkup Kementerian Sosial Pusat.
i i vinsi.
ugas Dinas Sosial Pro
W. HHEWmm instansi sosial kabupaten/kota.
ﬁ_.. pendamping dan masyarakat.
. Waktu pemantauan :

m pemantauan dilaksanakan pada saat kegiatan berlangsung
hingga selesainya kegiatan P2FM BLPS, secara terus-menerus,
baik melalui pemantauan langsung ke lapangan maupun tidak
langsung, yaitu dengan menelaah laporan dari pelaksana di
lapangan.

6. Hasil Pemantauan ; E
Berupa data dan informasi untuk diolah, dianalisis dan diambi
kesimpulan sebagai bahan evaluasi

B. Evaluasi

i1

Pengertian _
Adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi tentand.
pelaksanaan P2FM BLPS, mengenai keberhasilan kemitraaf
dan kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi padd
tahap-tahap pelaksanaan sampai dengan perluasan jaringal
kemitraan usaha. Dari kegiatan ini dapat diketahui ketepatal
3tau penyimpangan penyimpangan dalam usaha mencapdl
Wwjuan, hambatan yang dihadapi atau perubahan yan

diperlukan untuk tercapainya kesinambungan um_mxmmzm%
program,

V4
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2. Tujuan

6.

e ——— 4
\\

Untuk memperoleh gambaran tentang tingkat pencapaian
sasaran, tujuan, efektivitas, efisiensi, dan nilai-nilaj
dari pelaksanaa kegiatan P2FM BLPS, termasuk di dalamnya
hambatan, permasalahan, dan kendala selama jangka waktu
tertentu sehingga dapat digunakan untuk mengadakan
penyesuaian dan penetapan langkah-langkah pemecahan
serta kebijakan di masa datang.

Sasaran

a. Pelaksana di lapangan dari Tingkat Provinsi sampai dengan
tingkat Desa/Kelurahan.

b. KUBE-KUBE penerima P2FM BLPS .

c. Orsos/LSM, lembaga mitra usaha dan masyarakat.

d. Instansi terkait.

e. Pendamping.

Tempat
Tempat evaluasi di Instansi Sosial Kabupaten dan Propinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Propinsi, serta lokasi

KUBE-KUBE.

. Alat

a. Hasil pemantauan.

b. Instrumen evaluasi.

C. Instrumen tabulasi.

d. Instrumen laporan dan evaluasi.
e. Alat tulis.

Pelaksana -
a. Petugas pusat Cq. Direktorat Pemberdayaan Fakir Miskin.

7




ﬁﬁ\ . sosial Propinsi/Kabupaten; <ota.

b, Petugas DIn

c. pe ndamping-

7 nm_mrmm:mwj
5. penyiapan
evaluasi. _
h. Penentuan petugas evaluasl. |
_n. pelaksanaan avaluasi dengan wawancara, pengisian
instrument dan diskusi. .
d. Laporan evaluasi menggunakan instrument laporan,

instrument evaluasi, tabulasi, dan laporap

8. Beberapa fokus evaluasl o
5 Kesesuaian lokasi P2FM-BLPS dengan kriteria yang

dipersyaratkan.

h. Kesesuaian supervisor dan pendamping P2FM-BLPS dengan
kriteria yang dipersyaratkan.

¢. Kesesuaian KUBE penerima dana P2FM-BLPS dengan
kriteria yang dipersyaratkan.

d. Pelaksanaan tahap-tahap kegiatan P2FM-BLPS akan
disesuaikan dengan jadwal yang telah direncanakan dan
kondisi pada saat itu.

e. Permasalahan atau hambatan yang dijumpai dalam
pelaksanaan berbagai tahap P2FM-BLPS.

f. Pemanfaatan sumber daya terutama keuangan jika

dibandingkan dengan alokasi yang disediakan.

Kinerja supervisor dan pendamping pada berbagai tingkatar

dalam menjalankan tugas supervisi dan pendampingan:

C. Pelaporan

u

Pelaporan mery

untuk Pakan suatu instrumen yang sangat penting

MENgetahui kinerja pelaksanaan BLPS. Laporan yand

—_— s, -

o —////

disusun dar diajukan secara berka) dan

merupakan hasil dari kegiatan monitari

mﬁ_q_.mmm m_.nm u_. berbagai wilayah. Oleh kareng Itu, laporan yan

disampaikan diharapkan berada Pada kisaran wakty g

ditetapkan, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimg| mmﬁzw

U.m:m: monev dan sekaligus mengampbi| Hm:m_&?_m:m_ﬁ: ﬁﬂm

diperlukan.
Setiap _nmm_mﬂ:hm:m_nm: P2FM BLPS, harus dibuat laporannya

dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga lebin
mudah dipahami dan tidak menimbulkan multiinterpretasi yang
dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan pemahaman atas isi
laporan maupun langkah tindak lanjut. Materi laporan dari setiap
jenjang dalam pelaksanaan P2FM-BLPS setidak-tidaknya
memuat :

. Pendahuluan.

Perkembangan kegiatan supervisi dan pendampingan.

Perkembangan pencairan dan pemanfaatan dana BLPS.

Permasalahan atau kendala yang dihadapi.

Solusi masalah dan saran

Penutup.

7. Lampiran: dokumentasi kegiatan KUBE

Laporan disampaikan secara berjenjang :

1. KUBE menyusun laporan dengan bimbingan pendamping
Kec/Desa untuk disampaikan kepada Dinas Sosial
Kabupaten/Kota.

2. Supervisor dan Pendamping membuat
disampaikan secara berkala setiap g
(Triwulan) dan disampaikan secara berjenjang.

vm_.._me._m_:m Pada dasarnya
Ng dan evalyasi terhadap

N

laporan untuk
a bulan sekali

n—w\\
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Sosal Kabupaten/Kota e yampaiy I §

3. Dinas/instans! giatan Pemberdayaan Fakir Miskj, t E v
il

an ke
laporan pelaksana erdavaBn Sos i
melalui Bantuan Langsung Pemb Y sial yang : |1

disampaikan kepada Direktur Pemberdayaan Fakir Miskj,
dengan tembusan kepala Dinas Sosial Provinsi.
4 Dinas/Instansi sosial ﬁ_a_u:”_m_ ﬂm:,_.u_._mw laporan dap
menyampaikan kepada Menteri Sosial Cq. Direktur Jenderg|
pemberdayaan Sosial ub. Direktorat Pemberdayaan Miskin
di Jakarta dengan tembusan Gubernur,

i,

Alur pelaporan pelaksanaan P2FM BLPS:

Kementrian Sosial
Ditjen Dayasos

f

Provinsi Provinsi

i i
Dinas Sosial | Pendamping

~~7|Kab/Kota Kabupaten/Kota
1

Pendamping
Kecamatan

!

_|
Pendamping
Desa/Kelurahan

————

_
[

_

_ '

_ Dinas Sosial Pendamping
_

_

_

_

&

KUBE

50
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BAB VI
INDIKATOR KINERJA

5. Indikator Input

1. Adanya pedoman P2FM-BLPS,

2. Tersedianya SDM meliputi anggota KURE, Pendamping, dan
Supervisor.

3. Tersedianya anggaran, stimulant UEP, dan dana opersicnal
daerah.

4, Adanya KUBE Produktif.,

B. Indikator Proses

1. Terlaksananya Orientasi dan Observasi

2. Terlaksananya Identifikasi dan Seleksi,

3. Terlaksananya Penyuluhan sosial

4, Terlaksananya Bimbingan Sosial Dasar

5. Terlaksananya Penjajakan lokasi dan pemetaan kebutuhan
6. Terlaksananya Sosialisasi

/. Terlaksananya Penyerahan Bantuan

8. Terlaksananya pembekalan petugas supervisor dan pendamping
9. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi

C. Indikator Output

1. Tersalurkannya sejumlah bantuan stimulan UEP pengembangan

pada KUBE melalui mekanisme BLPS . .
2. Tersalurkannya sejumlah dana operasional provinsi dan

Y
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.Hm.._mn.f.s . .
mnw cejumiah dana JD_,_o_.m_EEm_.__J..mE_mQam:

Tersalurkann va SE
pendamping.

D. Indikator Outcome
1. Berkembangnya usaha KUBE.
) Meningkatnya pendapatan dan aktivitas sosial.

E. Indikator Impact

Meningkatnya kesejahteraan keluarga fakir miskin.
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BAB VII
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan P2FM melalui mekanisme BLPS memuat
penjelasan mengenai hal-hal umum dan teknis operasional yang
harus diperhatikan oleh semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan
p2EM-BLPS, agar semua tanhap dapat dilaksanakan secara optimal
sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun semua aspek telah
diupayakan untuk dituangkan sebaik mungkin dalam Pedoman
Pelaksanaan ini, namun aspek yang terpenting adalah semangat
dan komitmen dari segenap pelaku yang mendukung operasional
P2FM-BLPS, baik di tingkat pusat maupun daerah. Semangat dan
komitmen yang kuat khususnya perlu dimiliki oleh pendamping dan
KUBE, karena merupakan modal dasar untuk mengembangkan UEP

secara berkelanjutan dalam rangka mencapai hidup sejahtera secara
mandiri melalui perwujudan cipta, rasa, dan karsa dalam bentuk

KU-Tabung.

Disadari bahwa setiap program dalam pelaksanaannya sangat
dipengaruhi dengan adanya budaya dan kearifan lokal, sehingga
sangat memungkinkan adanya inovasi dan penyesuaian dengan
kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan
yang telah ditetapkan. Berhasilnya pelaksanaan P2FM-BLPS di
lapangan akan sangat tergantung pada semangat dan kualitas kerja
para penyelenggara program di daerah serta derajat jaringan kerja
yang berhasil dibangun. Diharapkan Pemerintah Daerah dapat
menindaklanjuti P2ZFM-BLPS ini dengan program-program yang berasal
dari APBD maupun mengaerakkan seluruh potensi dan sumberdaya
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KEMENTERIAN SOSIAL RI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat, Phone/Fax: (021) 3103679
T — ey

KEPUT \N DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL
NOMOR : 101/PS.5/KPTS/II1/2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN
FAKIR MISKIN (P2FM) MELALUI MEKANISME

BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN SOSIAL (BLPS)

DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN SOSIAL,

Menimbang : a.bahwa untuk menciptakan kesamaan persepsi
dan pemahaman serta menjadi acuan dan/atau
pedoman bagi pelaksanaan program
pemberdayaan fakir miskin melalui mekanisme
Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS),
diperlukan Buku Pedoman Pelaksanaan Program;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan
Sosial tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Pemberdayaan Fakir Miskin Melalui Mekanisme
Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial
(BLPS);
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Mengingat

1.
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Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaian
Negara RI Nomor 4286),

Undang-Undang R Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara RI Nomor 4355);

Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4400);

Undang-Undang RI Nomaor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara
RI Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4916);

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
RI Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4967);

Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1981
tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 59 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3206);
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Menetapkan :
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7. Keputusan Presiden R Nomor

10.

11.

12.

Ry
72 Tahun

tentang Perubahan Atas Keputusan EmMMMM
RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

_W_Amm dan .b.:ﬂ@m_—.m ﬁm_._ﬂ 1
dpatan da ]
Pe q H.. p n Belanja

Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009
tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009
tentang Pembentukan Dan Organisasi
Kementerian Negara;

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009
tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu
I1;

Keputusan Menteri Sosial RI Nomor
84/HUK/1998 tentang Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Sosial Bagi Keluarga Fakir Miskin;

Peraturan Menteri Sosial RT Nomor 82/HUK/2005
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen
Sosial RI;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBERDAYAAN
SOSIAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN MELALUI
MEKANISME BANTUAN LANGSUNG PEMBERDAYAAN

SOSIAL (BLPS).
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PERTAMA . Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan
Fakir Miskin Melalui Mekanisme Bantuan Langsung Ditetapkan di Jakarta
Pemberdayaan Sosial ﬁm_:umuu mm—umﬂm:ﬂm:m pada ﬁmjﬁmm._.___ 4 Maret 2010
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
DIREKTUR JENDERAL
KEDUA - Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum [/=/ — L __.._m_ BERDAYAAN SOSIAL,

PERTAMA adalah berupa buku yang digunakan
sebagai acuan dan/atau panduan teknis pelaksanaan W
Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui W

mekanisme Bantuan Langsung Pemberdayaan e TS RUSLI WAHID
Sosial, hingga program dapat berjalan sesuai ,,_____Hv-,-..m.ﬁum: 7 197801 1 001
dengan rencana.

KETIGA Untuk penjabaran dari pedoman ini, maka daerah

dapat menyusun petunjuk teknis yang disesuaikan
serta tidak bertentangan dengan Pedoman ini dan
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. 1. Menteri Sosial RI.

2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI.
3. Para Gubernur di seluruh Indonesia.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

KEEMPAT : Semua pembiayaan sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada
. ) 4. Kepala KPPN II Jakarta.
Daftar Isian Pelaksana
. m:.p_._.mﬂmaz (DIPA) Direktorat 5. Kepala Dinas/Instansi Sosial Provinsi di seluruh Indonesia.
Pemberdayaan Fakir Miskin Tahun 2010 Nomor :

6. Bupati/Walikota penerima program.
0014/027-03.1/-/2010 tanggal 31 De . i
f ag sember 2009 7. Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota penerima program.
KELIMA + Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.




